BAB IV
ANALISA PERBANDINGAN HUKUMAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. ANALISA HUKUM ISLAM

Menghadapi perkembangan zaman yang semaki canggih dan modemn,
Agama Islam dituntut agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
selalu timbul dan terus berkembang Demikian pula dengan hukum Islam, harus
selalu sanggup menghadapi tanfangan zaman dan mampu menyelesaikan berbagai
persoalan sesuai dengan keadaan.

Islam tidak membenarkan umatnya melakukan kebinasaan. Selebihnya Islam
memerintahkan untuk selalu melakukan pekerjaan yang membawa kemaslahatan
baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Islam menilai narkotika barang
yang kotor sebab narkotika membahayakan kepada orang yang menggunakannya,

Memang Islam tidak menerangkan masalah narkotika secara mendetail,
justru yang diatui dalaim Al-Qui’an adalah masalah khamar. Tetapi berdasarkan
kesamaan illat antara keduanya yaitu yang ditimbulkan oleh narkotika yang dapat
memabukkan, membius yang dapat menenangkan bahkan dapat menyebabkan
ketagihan bagi pemakainya , begitu juga dengan khamar yaitu memabukkan, dalam
arti dapat menurunkan kesadaran pikiran manusia normal sedemikian rupa. Bila hal
ini berkelanjutan atau kecanduan, dapat melahirkan tingkah laku yang dapat

membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
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Demikian pula dengan hukuman bagi pengedar narkotika termasuk hal-hal
yang terkait dengan peredarannya, para ulama menyamakan dengan khamar. Hal ini

sebagaimana yang diterangkan dalam Hadits Rasulullah SAW sebagaimana berikut :
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Artinya : ”"Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah melaknat tentang khamar
sepuluh perkara yaitu ; pemerasnya, yang minta diperaskan, yang
meminumnya, yang membawanya, yang minta dihantarnya, yang
menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang
membelinya dan yang minta dibelikannya” (At-Tirmidzi, I1tt : 380)

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa segala kegiatan yang berkaitan
dengan barang haram termasuk sejenisnya seperti narkotika, baik itu yang menanam,
yang memerasmnya, yang meminumnya, yang membawanya atau yang
mengedarkaniiya (ciimasuk pula yang membeli dain ineinakan harganya dilarang oleh
Rasulullah SAW.

Islam memandang bahwa narkotika adalah tergolong najis dan mengedarkan
atau memperjualbelikannya adalah haram hukumnya. Begitu juga dengan mencari

keuntungan melalui narkotika. Mencari keuntungan yang dilarang itu ada dua cara

yaitu mengambil barang dengan cara terlarang seperti transaksi yang terlarang, maka
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mengambil barang harta dengan cara itu diharamkan; dan mengadakan transaksi atau
perjanjian jual beli narkotika juga diharamkan.

Berkaitan dengan hukuman bagi pengedar narkotika, tidak terdapat
penjelasan yang rinci sebagaimana juga tidak terdapat penjelasan tentang hukuman
bagi pengedar khamr. Yang ada hanya hukuman bagi peminum/pengguna khamr.Hal

ini sebagaima tercantum dalam hadits Rasulullah SAW sebagaimana berikut :
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Artinya : “Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh kali pukulan dan Abu
Bakar empat puluh kali pukulan dan Umar delapanpuluh kali dan semua
itu adalah sunah. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman
yang lebih saya sukai”. (Muslim, II, tt : 57)

Riwayat lain menyvatakan
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Artinya : "Dari Muswiyah dari Nabi SAW beliau bersabda tentang peminum
khamar, bila seseorang minum, maka cambuklah kemudian jika ia
meminum lagi cambuklah, kemudian jika ia minum lagi cambuklah,
kemudian jika minum yang ketiga cambuklah dan ketika minum yang
keempat maka pukullah kuduknya (bunuhlah)”. (al-Asqalani, tt : 246)
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Dari kedua riwayat tersebut dapat diketahui bahwa sangsi atau hukuman
bagi pemakai (pengedar) narkotika dapat dikenai hukuman had sebagaimana
hukuman pada khamar. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah pukulan
yang dapat diterapkan karena ada yang empatpuluh kali dan ada yang delapan puluh
kali.

Menurut Jumhur ulama, hukumannya adalah empat puluh kali, sedangkan
menurut Imam Syafi’i adalah delapan puluh kali. Mengenai alat untuk memukulnya
tidak disaratkan, dalam hal ini dapat dengan pelepah kurma, sandal, puncuknuya
pakaian dan sebagainya. (Sanahury, 1978 : 102)

Alasan Imam Syafi’i tentang hukuman delapanpuluh kali adalah dengan
berdasarkan kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Wahid bin Ugbah, yang mana
ia mengakatan bahwa yang empat puluh kali dan yang delapanpuluh kali itu
semuanya sunnah. Sedangkan berpegang pada pendirian Umar, perbuatan Umar itu
untuk menandaskan celaan terhadap pelakunya dan hal ini dilakukan dengan kasus.
Bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu meminum
khamar dengan hukuman sebanyak delapanpuluh kali, sedangkan terhadap seorang
laki-laki yang kurus lagi lemah dengan hukuman sebanyak empat puluh kali.

Menurut penulis, hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dapat disamakan
dengan hukuman bagi pengguna atau peminum khamr. Dengan befdasarkan qiyas
maka hukuman pengedar narkotika yang tidak pada tempatnya dapat dikenai

hukuman had sebagaimana hukuman pada pengguna khamr. Hal ini tentunya
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berdasarkan hadits Rasulullah sebelumnya (hadits riwayat Turmudzi) tentang orang
yang dilaknat berkaitan dengan khamr, baik itu pengguna, penanam, pemeras,
pembawa, penyalur/pengedar maupun memperdagangkannya. Namun demikian
selayaknya hukuman bagi pengedar harus lebih berat daripada peminum atau
pemakainya, sebab dilihat jangkauan luas akibat/korbannya lebih besar.

Namun demikian, secara jelas memang tidak disebutkan tentang bentuk
hukuman bagi pengedar atau penyalahgunaan lainnya. Dari sini dapat diketahui
bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika masih menjadi lahan ijtihad para
penegak hukum dengan ta’zir.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum ta’zir berlaku dalam tiap-tiap
kejahatan yang tidak ada had (hukuman) menurut besar kecilnya kejahatan dan
menurut sifat orang yang bersalah, jahat atau tidak.

Menurut madzhab Maliki membolehkan hukuman ta’zir lebih berat dari
hukuman yang telah ditetapkan terhadap suatu jenis kejahatan. Sedangkan menurut
madzhab Abu Yusuf dan Imam Malik bahwa hukuman ta.zir itu diperbolehkan
berupa memungut harta. (Syaltut, 1985, 22).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hukumannya yang dikuasakan atau yang
disebut ahli figh dengan nama ta’zir, membukakan kesempatan luas kepada hakim
yang berwajib untuk mempergunakannya sebagai jalan memberikan hukuman
pengajaran kepada siapa saja yang dikehendakinya, berkenaan dengan perbuatan

yang dianggapnya salah, dengan memberikan hukuman yang dipandangnya baik. Dia
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tidak terikat dengan satu jenis hukuman, banyak dan caranya, asal tujuannya
kemaslahatan, menjadikan orangnya jerah, menyadarkan, memberikan ajaran serta
menetapkan hak dan keadilan. Itulah struktur yang memberikan daya bagi kekekalan
syari’at Islam, tinggal tetap dan abadi, serta sesuai dengan setiap masa, tempat dan
keadaan sampai hari kiamat.

Orang-orang yang sadar tentu tidak akan ragu-ragu lagi, bahwa hukuman
ta’zir adalah dasar yang kuat dan sumber penting untuk perundang-undangan yang
telah diteliti dalam perkara kriminal. Hukumannya didasarkan kepada nilai
kejahatan, suasana yang bertalian dengan persakitan dan yang menderita, tempat
kejahatan serta waktunya, pendeknya seluruh peristiwa yang dipandang hakim
sebagai pelanggaran terhadp hak-hak perseorangan atau masyarakat. Bahkan
berkenaan dengan apa yang dipandangnya membahayakan kemaskahatan umum dan
mengacaukan ketertiban,

Dalam ta’zir hakim boleh memilih alternatif hukuman yang tidak ditentukan
dalam nash mengenai banyaknya. Dan hakim boleh memilih dari jenis hukuman
ta’zir yang dijatuhkan, dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.

Berkaitan dengan hukuman ta’zir hakim boleh menentukan jumlah dan
hukuman yang pantas, tetapi yang berkenaan dengan masalah pidana jenisnya sudah

ditentukan vaitu :
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1. Hukuman Cambuk (jilid)
Menurut Mohammad Al-Hasan cambukan yang tetinggi untuk ta’zir hanyalah 39
kali cambukan. Abu Yusuf berpendapat sebanyak 75 kali cambuk. Sedang Syafi’l
ada tiga pendapat, pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad,
kedua sependapat dengan Abu Yusuf, ketiga mengatakan bahwa hukuman jilid
dalam ta’zir boleh lebih dari tujuh puluh lima kali sampai seratus kali, dengan
syarat bahwa ta’zir yang hampir sejenis dengan jarimah hudud yang dijatuhi
hukuman hudud. (Ahmad, 1986 : 634)

2. Hukuman Mati
Pada dasarnya hukuman ta’zir adalah untuk memberi pengajaran (ta’dib) dan tidak
sampai membinasahkan, akan tetapi fugoha membuat pengecualian, boleh
menjatuhkan hukuman mati jika untuk kepentingan umum atau pemberantasan
kejahatan yang tidak bisa kecuali dengan melakukan pembunuhan, seperti mata-
mata, residivist yang sangat berbahaya. (Hanafi, 1990 : 299)

3. Hukuman Pengasingan
Hukuman ini dilakukan menurut Abdul Qodir, si pelanggar telah banyak
melakukan perbuatan untuk membawa orang lain untuk berbuat perbuatan itu
atau merusak orang lain. Hukuman ini tidak ada ketentuan lamanya, hal ini

tergantung para penguasa. (Hanafi, 1990 : 312)
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4. Hukuman Tahanan
Ditahan dilakukan hanya sementara selagi belum jelas perbuatan yang dilakukan
atau setelah terungkap buat diadili. Mengenai hukuman tehanan ini ada dua
macam;,
a. Tahanan yang ditentukan batas waktunya
b. Tahanan yang tidak ditentukan waktunya. (Ahmad, 1987 : 535)

5. Hukuman Salib
Hukuman ta’zir ini dilakukan tidak sebagaimana dilakukan pada hukuman had,
melainkan si terhukum disalib dengan hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan
minum dan tidak dilarang melakukan ibadah. (Hanafi, 1990 : 314)

6. Hukuman Ancaman, Teguran
Hukuman ini dikatakan ta’zir dengan syarat akan membawa hasil yang bukan
kosong, antara lain dengan ancaman jilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman
yang berat, jika mengulangi.

7. Hukuman Denda
Hukuman ini ditetapkan seperti mengenai pencurian yang dilipatkan dua kali harta
yang dicuri. Apabila pelaku tidak punya terhukum dapat dikerjakan pada
pekerjaan pemerintah untuk memperoleh upah agar dapat melunasi dendanya.
(Hanafi, 1990 : 318)

Dari berbagai alternatif hukuman ta’zir di atas, maka hakim dapat memilih

yang lebih pantas diterapkan terhadap pelaku delik penyalahgunaan (pengedaran)
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narkotika selain pada pelakunya, dan hakim dalam menetapkan hukuman harus

berdasarkan nilai dari pelanggaran yang dilakukan.

Hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan (termasuk pengedar
illegal) dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan :

1. Pelaku adalah orang mukallaf, berakal karena akal merupakan tatanan taklif
(tuntutan Tuhan). Oleh karena itu orang gila yang melakukan tindak pidana
peyalahgunaan narkotika tidak dapat dikenai hukuman.

2. Pelaku sudah baligh. Andaikata yang melakukan itu anak kecil. maka baginya
tidak dapat dikenai hukuman karena belum baligh.

3. Pelaku melakukan tindak pidana dengan kehendak sendiri, pelaku karena terpaksa
(dipaksa) tidak dikenai hukuman, baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau
paksaan fisik, maupun berupa ancaman harta.

4. Pelaku tahu bahwa yang digunakan itu memabukkan. Andaikata dia men ggunakan
narkotika dalam keadaan tidak tahu bahwa benda tersebut tidak memabukkan,
maka tidak tahu itu merupakan uzur dan karenanya tidak dikenai hukuman. (Sabiq
II, 1983 : 337).

Disamping persyaratan-persyaaratan di atas, hukuman didasarkan pada dua
hal yaitu :

- Pengakuan dari si pelaku, bahwa dia telah benar-benar melakukan tindak pidana.

- Kesaksian dua orang saksi yang adil. (al-Hambali, 1986 : 269)
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‘B. ANALISA HUKUM POSITIF

Sebelum menjelaskan tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkotika,
perlu diketahui dulu adalah pengertian perbuatan pidana dan unsur-unsur perbuatan
pidana. Setelah semuanya itu telah diketahui dengan baik, baru akan dijelaskan
tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkotika.

1. Pengertia perbuatan pidana, menurut Van Apelldoorn adalah perbuatan-perbuatan
(handelingen) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai
hukuman (Apelldoorn, 1990, 324).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami, perbuatan pidana itu merupakan suatu
perbuatan- yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan bagi pelakunya yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur perbuatan pidana, dari pengertian perbuatan pidana di atas dapat
dipahami bahwa setiap perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan
pidana, untuk itu maka dalam perbuatan tersebut harus dipenuhi oleh hal-hal
pokok. Hal-hal pokok tersebut antara lain:

a. Adanya aturan hukum yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan
pidana (dalam hukum positif disebut azas legalitas) yang tercantum dalam pasal
I(1) KUHP:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana
dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

(Soesilo, 1996, 27).



60

b. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan
hukum. suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam
pidana oleh aturan hukum adalah perbuatan itu harus nyata yang dapat berupa
kegiatan negatif dan positif sebagaimana yang telah dirumuskan oleh aturan
hukum yang formil dan materiil. (Projodikoro, 1989: 35).

¢. Pelaku perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum.
Perbuatan tersebut telah terwujud sebagaimana yang dirumuskan oleh peraturan
di atas. Tapi yang sudah ditentukan untuk perbuatan itu belum dapat dijatuhkan
kepada pelakunya, jika pelaku tefsebut  tidak mampu  untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat

diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenhui unsur-unsurnya

yaitu:

1.

Adanya undang-undang vyang mengaturnya, dan  schubungan dengan
penyalahgunaan narkotika, hal itu telah diatur dalam undang-undang No. 22 tahun

1997 tentang narkotika.

. Adanya perbuatan yang nyata yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh

undang-undang itu.

. Pelaku perbuatan itu mampu mempertaggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997

tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap kegiatan pengedaran atau peredaran yang

dilakukan secara ilegal, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah
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ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dan bagi yang melakukan pelanggaran
ini maka akan terkena hukuman tindak pidana.

Adapun jenis kegiatan dalam rangka peredaran atau penyaluran narkotika
antara lain ; import, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotik dan lain
sebagainya. Berkaitan dengan ketentuan pidana pengedar narkotika, dalam Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1997 pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana disebutkan
sebagaimana berikut

Pasal 82
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,
membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau
menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,
membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau
ménukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)

c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,

membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau
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menukar narkotika Golongan I1I, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah)
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan
permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan
belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah ).

c. ayat (1) huruf ¢, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisir , dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda phling sedikit Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah),
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b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp Rp
4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf ¢ dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp
7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp
4.000.000.000,00:

c. ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp

3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

C. LETAK PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

Setelah dibahas tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkotika menurut
hukum Islam dan hukum positif maka untuk mendapatkan perbandingan yang jelas
antara kedua hukum tersebut perlu kiranya ditelaah persamaan dan perbedaan antara
hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi tindak

pidana pengedae masfotika.
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1. Persamaan
Ada beberapa kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal
hukuman bagi penyalahgunaan narkotika, antara lain :

a. Baik hukum Islam maupun hukum positif memandang bahwa narkotika adalah
merupakan zat yang dapat menimbulkan efek negatif sehingga dapat merusak
akal, badan bahkan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya, disamping dapat
menyebabkan ketagihan bagi yang menggunakannya. Disamping itu pula telah
membawa efek pada kerusakan moral dan munculnya berbagai kriminalitas dan
tindak kejahatan yang dapat merugukan orang lain, bangsa dan negara.

b. Antara hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama melarang atau
menganggap bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan
suatu pelanggaran atau tindak pidana yang harus dijatuhi hukuman (sanksi).
Oleh karena itu segenap cara dan jenis pengedaran narkotika yang tidak
menurut ketentuan hukum dilarang dan melanggar hukum.

c. Penyalahgunaan narkotika, dalam pandangan hukum Islam maupun hukum
positif adalah merupakan tindakan melawan hukum dan harus diberi sanksi

sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

2. Perbedaan
Ada beberapa perbedaan hukuman antara hukum Islam dan hukum positif

terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, antara lain :
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a. Hukum Islam tidak membahas secara khusus tentang narkotika, akan tetapi
disamakan dengan khamar atas dasar kesamaan ilatnya, sedangkan hukum
positif memuat aturan yang khusus tentang narkotika dan hal-hal yang terkait
dengan berbagai penyimpangan dan akibat serta hukumannya.

b. Dalam hukum Islam hukuman bagi pengguna/pemakai narkotika disamakan
dengan hukuman pengguna/pemakai khamai. Berkaitan dengan hukuman bagi
penyalahgunaan narkotika, tidak terdapat sanksi hukum yang jelas termasuk
juga dalam hal penyalahgunaan narkotika. Islam memberikan kebebasan
kepada hakim untuk memilih hukum yang sesuai (ta’zir) sesuai dengan kaidah
hukum yang ada dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada hukum
positif, memuat ketentuan yang rinci tentang hukuman bagi penyalahgunaan
narkotika termasuk hukuman bagi pengedar narkotika.

c. Perbedaan yang cukup mendasar adalah dalam hal acuan pengambilan
hukuman, yaitu bahwa hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur’an, Hadits dan
[jtihat para Ulama sedangkan hukum positif berdasarkan Undang-Undang yang
ditetapkan oleh pemerintah, sesudah mendapat persetujuan DPR.

Dari persamaan dan perbedaan hukuman antara hukum Islam dan hukum
positif tersebut, maka perlu adanya upaya yang semaksimal mungkin untuk mengkaji
lebih jauh, khususnya bagi hukum Islam dalam memberikan sanksi khusus bagi
pengedar dan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pada hukum positif perlu adanya
tindakan yang tegas dalam hal pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan

narkotika sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.





